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BUPATI OGAN KOMERING ULU T IMUR 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR 
NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR, 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi Pedoman 
Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (RAPBD) serta RKPD ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan 
Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2022 .  

1 .  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

2 .  

3. 

4 .  

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi 
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 152 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 434 7); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1 ) ;  

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan l 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tf 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomorf 
4438); 



5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 725); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 58 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4737); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;  

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017  tentang 
Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17  Nomor 73 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;  

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang l 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran � 
Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara( 
Republik Indonesia Nomor 6056); 



14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018  tentang Standar 
Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178) ;  

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019  tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);  

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 3 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

18 .  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
136); 

19 .  Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017  
ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017  Nomor 1 3 1 2 ) ;  

2 1.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

22 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

23 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi t 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara , 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

24 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ( 
Daerah Tahun 2022 ;  



25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17) ;  

26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Sela tan Tahun 2019 
Nomor 1 ) ;  

27 .  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 3 1  Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2008 Nomor 31 ) ;  

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 3 Tahun 2 0 1 1  tentang Bidang Urusan Pemerintah yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2 0 1 1  Nomor 3); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 
13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012-2032 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
2012 Nomor 13 ) ;  

30 .  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 6 Tahun 20 16  tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2017  Nomor 1 ) ;  

3 1.  Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering 
Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5) ;  32 .  Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan 
Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 63 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketujuh Atas 
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan( 
Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63); 



Menetapkan 

33. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 82 Tahun 
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2020 Nomor 82). 

M E M U T U S K A N :  

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN 
OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2022 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur; 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Timur; 

5. RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 
Timur Tahun 2022. 

BAB II 

SISTEMA TI KA 

Pasal2 

RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021  disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I 

b. BAB II 

c. BAB III 

d. BAB IV 

e. BAB V 

f. BAB VI 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 
DAERAH 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 

g. BAB VII PENUTUP ¥ 



Pasal 3 
RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 disusun dengan tujuan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022. 

BAB III PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2022 
Pasal 4 

1. RKPD Tahun 2022 secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; 
2 .  Rencana Kerja Tahunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang selanjutnya disebut RKPD yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun; 
3.  RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan clan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

BAB IV KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 

f H. LANOSIN 

Ditetapkan di Martapura pada tanggal, lo J 2021 

RING ULU TIMUR, 

Diundangkan di Martapura pada tanggal, 2 Juli 2021 

(]. sEKRETARIS DAERAH [{ { ABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR. ] 

J 

BERITA' DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR 
TAHUN 2021 NOMOR 


